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1. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi hampir seluruh negara. Di Indonesia, Badan

Pusat Statistik (BPS) menyatakan suatu kemiskinan kondisi ketika individu tidak bisa
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berdasarkan laporan Asian Development Bank tahun
2022, sebanyak 9,5% warga Indonesia masih berada di tingkat rendah garis kemiskinan
nasional, sementara 2,3% di antaranya hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS
per hari (M, 2019). Pemerintah telah merumuskan beragam kebijakan untuk menanggulangi
persoalan kemiskinan, salah satunya melalui penerapan kebijakan inklusi keuangan.
Kebijakan ini mempunyai 8 sasaran utama, di antaranya mengurangi kesenjangan sosial-
ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan penduduk, dengan hal ini berkontribusi pada
penurunan angka kemiskinan. Inklusi keuangan dipandang sebagai instrumen strategis dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial.
Konsep ini merujuk pada keterjangkauan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan
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layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka (Firmialy et
al, 2023). Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Nomor 31/SEOJK.07/2017
menegaskan tujuan inklusi keuangan adalah mendukung pengentasan kemiskinan di
Indonesia. Peran kebijakan publik menjadi sentral karena mampu menciptakan regulasi,
program, serta ekosistem kelembagaan yang mendukung akses layanan keuangan bagi
kelompok masyarakat rentan (Id, 2024).

Kajian internasional maupun nasional telah menunjukkan dampak positif inklusi keuangan
terhadap penurunan kemiskinan. (World Bank. 2021) menekankan akses layanan keuangan
sebagai pilar penting pengentasan kemiskinan global. (Firmialy et al..2023) dalam studi lintas
177 negara, termasuk 37 negara berkembang, menemukan bahwa peningkatan peran lembaga
keuangan formal berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Penelitian (Aulianingrum
dan Rochmawati, 2021) serta (Ovami et al, 2022) juga menegaskan inklusi keuangan
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pada konteks
Indonesia, (Widyastuti dan Ratnawati. 2023) menilai efektivitas program bantuan sosial
nontunai, sementara (Silalahi. 2019) menggarisbawahi peran regulasi adaptif dalam
memperluas inovasi fintech. Sudjudiman dan (Subekti, 2024) menekankan pentingnya peran
pemerintah dalam membangun infrastruktur inklusi keuangan, dan Sibarani serta (Marviana,
2021) menunjukkan kolaborasi antaraktor kebijakan sebagai kunci keberhasilan di daerah
terpencil.

Pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan tujuan strategis dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu instrumen
penting dalam mendukung tercapainya pembangunan tersebut adalah inklusi keuangan, yaitu
keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam sistem keuangan formal. Proses penyusunan
kebijakan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting, seperti
organisasi sipil dan marjinal, dapat membantu memastikan bahwa tanggung jawab sosial
responsif terhadap kebutuhan publik dan secara efektif mengatasi ketimpangan pendapatan
dan kemiskinan. Dengan menggunakan beragam perspektif dan metode dalam pengembangan
kebijakannya, Indonesia telah mampu menciptakan kebijakan sosial yang lebih komprehensif
dan efektif dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan(Sarjito, 2024). Inklusi keuangan tidak
hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga
memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam
aktivitas ekonomi produktif. Namun, kenyataannya, kelompok masyarakat marginal seperti
masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan komunitas di wilayah terpencil
masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses layanan keuangan formal.

Inklusi keuangan telah diakui secara global sebagai pilar krusial dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok masyarakat
yang secara historis terpinggirkan dari akses layanan keuangan formal (Herdiawan, 2021).
Menurut penelitian dari (Negara, 2022) Akses terhadap produk dan layanan keuangan seperti
tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran digital, dapat memberdayakan masyarakat
marginal untuk meningkatkan kesejahteraan, mengelola risiko, dan berpartisipasi lebih aktif
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dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah
merumuskan berbagai kebijakan publik yang ambisius dengan tujuan memperluas jangkauan
inklusi keuangan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup regulasi perbankan, program bantuan
sosial berbasis nontunai, pengembangan teknologi finansial (fintech), hingga edukasi literasi
keuangan yang masif. Namun, terlepas dari kerangka kebijakan yang telah ada, implementasi
di lapangan seringkali belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara tujuan
inklusif yang digariskan dan realitas akses masyarakat marginal terhadap layanan keuangan.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas peran kebijakan publik dalam inklusi
keuangan. Misalnya, penelitian oleh (Silalahi, 2019) menyoroti bagaimana kerangka regulasi
yang adaptif dapat mendukung inovasi fintech untuk memperluas jangkauan layanan
keuangan. Studi oleh (Sudjudiman & Subekti, 2024) menekankan pentingnya tugas
pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inklusi keuangan melalui
infrastruktur dan regulasi yang memadai. Di konteks Indonesia, (Retno Ayu Widyastuti & Tri
Ratnawati, 2023) mengkaji efektivitas program bantuan sosial nontunai dalam meningkatkan
akses masyarakat miskin terhadap perbankan, meskipun masih menemukan tantangan dalam
literasi dan aksesibilitas. Sementara itu, penelitian oleh (Sibarani & Marviana, 2021)
menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor kebijakan masih menjadi kunci keberhasilan
program inklusi keuangan di daerah terpencil. Namun, sebagian besar studi ini cenderung
berfokus pada aspek spesifik dari kebijakan atau program, dan belum secara komprehensif
menganalisis kesenjangan yang mendalam dan sistemik antara niat kebijakan yang inklusif
dengan hambatan struktural serta implementasi di tingkat akar rumput yang masih belum
optimal, terutama dalam konteks kebutuhan spesifik masyarakat marginal.

Kajian-kajian tersebut meskipun relevan, cenderung berfokus pada aspek spesifik seperti
program bantuan sosial, regulasi fintech, atau kolaborasi aktor kebijakan. Celah penelitian
muncul karena masih terbatas studi yang mengkaji secara komprehensif kesenjangan
implementasi kebijakan publik, yakni perbedaan antara niat kebijakan yang inklusif dengan
realitas akses masyarakat marginal terhadap layanan keuangan formal. Analisis kritis
terhadap kesenjangan ini penting untuk memahami hambatan struktural yang bersifat
sistemik, meliputi inkonsistensi implementasi, keterbatasan sinergi antaraktor, hingga
intervensi yang belum sesuai kebutuhan lokal.

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana kesenjangan
implementasi kebijakan publik memengaruhi upaya peningkatan inklusi keuangan bagi
masyarakat marginal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara mendalam
kesenjangan implementasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan kelompok
marginal dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Melalui analisis ini
diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan
kolaboratif untuk menjawab tantangan struktural dalam perluasan inklusi keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti
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menelaah berbagai literatur untuk memahami secara mendalam kesenjangan implementasi
kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat marginal. studi
kepustakaan efektif digunakan untuk mengintegrasikan temuan konseptual dan empiris
dalam rangka menghasilkan analisis kritis berbasis bukti (Fortunato & Galassi, 2021).

Sumber data berasal dari literatur sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik,
laporan kebijakan, regulasi pemerintah, serta publikasi resmi dari lembaga keuangan dan
otoritas terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (O]K), dan Kementerian
Keuangan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data internasional
(Scopus, Google Scholar, DOA], ScienceDirect) dan basis data nasional (Portal Garuda, Sinta).
Kata kunci yang digunakan antara lain financial inclusion, public policy, marginalized
communities, dan policy implementation. Rentang waktu publikasi yang ditetapkan adalah
2013-2024 agar mencakup literatur terkini dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk
regulasi dan dokumen kebijakan yang bersifat mendasar.

Kriteria pemilihan literatur ditentukan secara operasional dengan mempertimbangkan (a)
keterkinian (diterbitkan dalam 10 tahun terakhir), (b) relevansi terhadap topik inklusi
keuangan dan kebijakan publik, serta (c) validitas sumber berdasarkan reputasi penerbit atau
indeksasi (misalnya jurnal terindeks Scopus, Sinta, atau DOA]J, serta laporan lembaga kredibel
seperti World Bank, IMF, atau OJK). Dari hasil penelusuran, terkumpul 65 literatur yang
memenuhi Kriteria, terdiri atas 35 artikel jurnal, 10 laporan kebijakan, 8 regulasi pemerintah,
dan 12 dokumen lembaga keuangan serta buku akademik.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara bertahap. Pertama,
literatur direduksi dengan memilah informasi yang relevan dengan tema penelitian. Kedua,
data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, yaitu tujuan kebijakan, aktor pelaksana,
mekanisme implementasi, dan hambatan struktural. Ketiga, dilakukan interpretasi untuk
mengidentifikasi kesenjangan implementasi antara desain kebijakan dan realitas di lapangan.
Keempat, hasil analisis disintesis untuk menyusun temuan dan implikasi kebijakan. Proses
analisis dilakukan secara manual dengan bantuan tabel tematik untuk memetakan pola dan
keterkaitan antar-tema.

Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif
mengenai dinamika kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat
marginal, serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat efektivitas
kebijakan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menemukan bahwa sebagian besar responden masih menghadapi keterbatasan
dalam memanfaatkan layanan keuangan formal, terutama yang berskala kecil. Hambatan
utama yang teridentifikasi mencakup rendahnya literasi keuangan, adanya rasa skeptis
terhadap lembaga keuangan, serta sulitnya akses terhadap produk keuangan formal. Temuan
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ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia berbagai produk seperti tabungan, kredit,
maupun layanan pembayaran, penggunaannya belum merata di kalangan masyarakat
berpendapatan rendah. Selain itu, responden yang telah menggunakan layanan keuangan
formal cenderung memperoleh manfaat berupa kemudahan transaksi, peningkatan peluang
usaha, dan kemampuan menyimpan dana secara lebih aman.

Hasil tersebut sejalan dengan definisi Bank Dunia tentang keuangan inklusif yang
menekankan akses terhadap layanan keuangan yang bermanfaat, seperti tabungan, kredit,
asuransi, dan pembayaran, yang digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan
Inklusifjuga menekankan pentingnya layanan keuangan formal yang aman, cepat, berkualitas,
serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fanji Farman, S.E. et al,, 2025). Regulasi ini
memperlihatkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya tentang ketersediaan layanan, tetapi
juga kesesuaian layanan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Misalnya, (Sibarani & Marviana, 2021)
menyatakan bahwa perluasan akses inklusi keuangan mampu menurunkan tingkat
kemiskinan di India. (Inayah, 2022) juga menegaskan bahwa inklusi keuangan berperan
sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan
kerja, dan meningkatkan keuntungan, baik di negara maju maupun berkembang. Hasil serupa
ditunjukkan oleh (Ovami et al. 2022) yang meneliti rumah tangga berpendapatan rendah di
35 negara Afrika sub-Sahara. Mereka menemukan bahwa inklusi keuangan berkontribusi
signifikan dalam menurunkan ambang kemiskinan melalui peningkatan akumulasi kekayaan
dan pemahaman manfaat kesejahteraan.

Lebih lanjut, (Sadzili et al. 2024) menekankan bahwa salah satu dampak penting dari inklusi
keuangan adalah kemudahan dalam menyimpan serta memindahkan dana dengan cepat. Hal
ini dapat memperlancar transaksi, meningkatkan potensi pendapatan, dan pada akhirnya
berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini
memperkuat temuan sebelumnya bahwa hambatan literasi dan akses menjadi faktor krusial
yang harus diatasi agar inklusi keuangan dapat benar-benar mendukung kesejahteraan
masyarakat berpenghasilan rendah

3.1. Inkonsistensi Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal

Analisis literatur menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam implementasi
kebijakan inklusi keuangan di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik
masyarakat marginal yang beragam. Meskipun kerangka kebijakan nasional, seperti Strategi
Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), telah ditetapkan, penerjemahannya ke dalam
program konkret di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seringkali berbeda-beda.

Pertama, perbedaan interpretasi dan prioritas terlihat jelas dalam implementasi. Pemerintah
daerah dan lembaga keuangan lokal memiliki pandangan berbeda terkait target serta metode
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pelaksanaan. Beberapa daerah memprioritaskan penyaluran kredit mikro tanpa diimbangi
program literasi keuangan yang memadai, sementara daerah lain menekankan pembukaan
rekening dasar meski tidak diikuti pemanfaatan aktif layanan keuangan. Bahkan, program
bantuan sosial non-tunai kerap hanya berhenti pada tahap pencairan dana, tanpa upaya
edukasi lebih lanjut agar masyarakat terbiasa dengan transaksi digital (Ovami et al., 2022).
Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan awal kebijakan inklusi, yakni membangun
keterbiasaan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, belum tercapai secara
konsisten.

Kedua, disparitas kapasitas sumber daya memperburuk kesenjangan implementasi. Daerah
dengan keterbatasan anggaran maupun tenaga pendamping masyarakat yang kurang terlatih
sering gagal menjalankan program inklusi keuangan secara efektif. Laporan Bank Dunia juga
menegaskan bahwa akses infrastruktur digital di Indonesia tidak merata, sehingga
masyarakat pedesaan sulit menjangkau layanan keuangan berbasis teknologi meskipun
kebijakan nasional sudah mendorong digitalisasi. Hal ini berbeda dengan wilayah perkotaan
yang relatif memiliki dukungan infrastruktur lebih baik dan SDM lebih siap.

Hasil studi memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi
berbagai kebijakan strategis, seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak 2016
yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, implementasi di tingkat
lokal belum sepenuhnya menyentuh masyarakat marginal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK, 2022) dan Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa masyarakat di daerah terpencil
masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses rekening bank, layanan pinjaman
produktif, maupun asuransi mikro. Untuk menggambarkan lebih jelas kesenjangan tersebut,
berikut data komparatif inklusi dan literasi keuangan di Indonesia:

Tabel 1. Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan Berdasarkan Wilayah di Indonesia

Indikator (Tahun) Nasional Perkotaan Pedesaan
(%) (%) (%)
Tingkat Inklusi Keuangan (OJK, 2022) 85,10 90,80 79,20
Tingkat Literasi Keuangan (OJK, 2022) 49,68 56,15 42,40
Persentase Penduduk Dewasa yang Memiliki 61,00 75,00 45,00
Rekening Bank (World Bank Global Findex,

2021)
Sumber: World Bank, 2021

Data pada tabel memperlihatkan kesenjangan yang tajam antara perkotaan dan pedesaan.
Tingkat inklusi keuangan nasional memang tinggi (85,10%), namun masih terdapat selisih
lebih dari 11 poin persentase antara wilayah perkotaan (90,80%) dan pedesaan (79,20%).
Kesenjangan lebih terlihat pada literasi keuangan, di mana hanya 42,40% masyarakat
pedesaan memahami produk dan layanan keuangan, jauh tertinggal dibandingkan perkotaan
(56,15%). Demikian pula, kepemilikan rekening bank di pedesaan hanya 45%, sementara di
perkotaan mencapai 75%.
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Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusi keuangan belum sensitif
terhadap konteks lokal. Rendahnya literasi di pedesaan mengindikasikan bahwa pendekatan
top-down dari pemerintah pusat belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat
marginal. Program yang bersifat seragam, seperti pembukaan rekening massal atau
penyaluran bantuan non-tunai, sering kali tidak efektif karena tidak dibarengi pendampingan
yang sesuai kapasitas lokal (Purwanti, 2021). Dengan demikian, disparitas yang ditunjukkan
tabel tidak hanya mencerminkan ketimpangan infrastruktur, tetapi juga lemahnya strategi
implementasi kebijakan inklusi keuangan yang kurang adaptif terhadap keragaman sosial-
ekonomi masyarakat.

3.2. Keterbatasan Sinergi Antar Aktor Kebijakan

Salah satu faktor kunci yang menyebabkan kesenjangan implementasi adalah keterbatasan
sinergi dan koordinasi antar aktor kebijakan. Inklusi keuangan melibatkan banyak pihak,
mulai dari regulator (OJK, Bank Indonesia), kementerian terkait (Kemendagri, Kementerian
Keuangan, Kementerian Sosial), lembaga jasa keuangan (bank, koperasi, fintech), hingga
pemerintah daerah dan komunitas lokal. Pertama, ego sektoral dan kurangnya platform
koordinasi efektif: Studi menunjukkan bahwa masing-masing lembaga seringkali berjalan
dengan program dan targetnya sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat. Misalnya, program
edukasi literasi keuangan yang digagas oleh OJK mungkin tidak terintegrasi dengan program
penyaluran kredit oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga upaya pemberdayaan tidak
berjalan optimal (Bella, 2021).

Kedua, data yang tidak terintegrasi: Ketiadaan data yang terintegrasi dan komprehensif
mengenai profil serta kebutuhan spesifik masyarakat marginal dari berbagai
kementerian/lembaga mempersulit perumusan intervensi yang tepat sasaran. Akibatnya,
kebijakan seringkali bersifat "satu ukuran untuk semua” (one-size-fits-all) dan tidak mampu
menjangkau kelompok marginal yang sangat beragam, seperti petani kecil, nelayan, pekerja
informal, atau kelompok disabilitas, yang masing-masing memiliki kebutuhan dan tantangan
akses yang unik.

3.3. Intervensi yang Suboptimal dan Kurang Kontekstual

Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa banyak intervensi kebijakan inklusi keuangan
masih bersifat suboptimal dan tidak sepenuhnya kontekstual dengan kebutuhan masyarakat
marginal. Salah satu penyebab utamanya adalah pendekatan formulasi kebijakan yang masih
dominan top-down dan berasumsi homogen, sehingga gagal mengakomodasi keragaman
sosial, budaya, dan ekonomi kelompok sasaran. Misalnya, masyarakat marginal yang
mengandalkan pendapatan tidak tetap membutuhkan skema pembiayaan fleksibel dengan
agunan non-tradisional, namun produk formal perbankan tetap kaku dengan syarat
administratif yang sulit dipenuhi (Ulya Nadhila Damanik, 2024).

Dari sisi struktural, terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi dalam membentuk
kesenjangan implementasi. Pertama, faktor politik tercermin dari proses perumusan
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kebijakan yang sentralistik dan minim partisipasi masyarakat. Akibatnya, agenda inklusi
keuangan sering kali dipandang sebagai proyek kepatuhan terhadap target nasional, bukan
sebagai kebutuhan nyata masyarakat lokal. Hal ini memperlebar jarak antara tujuan normatif
kebijakan dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Kedua, literasi keuangan yang belum menyentuh kebutuhan praktis: Program literasi
keuangan seringkali disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis dan kurang relevan
dengan pengalaman hidup masyarakat marginal. Alih-alih memberikan pemahaman tentang
manajemen keuangan sehari-hari atau risiko praktis, materi yang disampaikan cenderung
abstrak dan tidak membangkitkan minat atau relevansi langsung bagi mereka. Hal ini
mengakibatkan tingkat literasi yang belum mampu mendorong adopsi dan pemanfaatan
layanan keuangan secara berkelanjutan (Putra & Febri Purnama Sari, 2022).

Ketiga, kesenjangan antara kebijakan dan inovasi: Meskipun ada dorongan untuk
pengembangan fintech, kebijakan belum sepenuhnya adaptif untuk mengakomodasi model
bisnis inovatif yang bisa menjangkau masyarakat marginal secara lebih efektif. Regulasi
seringkali tertinggal di belakang inovasi, menciptakan ketidakpastian bagi penyedia layanan
dan membatasi potensi penetrasi pasar di segmen marginal.

Minimnya sinergi antaraktor semakin memperkuat kesenjangan ini. Ketiadaan koordinasi
efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil
membuat implementasi berjalan terfragmentasi. Program bantuan sosial non-tunai, misalnya,
hanya menekankan pencairan dana tanpa mekanisme keberlanjutan untuk mendorong
masyarakat mengintegrasikan layanan keuangan dalam aktivitas produktifnya. Situasi ini
memperlihatkan bahwa faktor politik (sentralisasi kebijakan), sosial (literasi rendah dan
kepercayaan lemah), serta ekonomi (ketimpangan infrastruktur dan regulasi) saling
berkelindan dalam menciptakan disparitas.

Dengan demikian Inklusi keuangan telah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan
nasional sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan
hijau, pelatihan dan pendampingan teknis, serta dukungan promosi dan pasar, harus menjadi
bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045
(Fitrianasari, 2021). Tak kalah penting adalah peran sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat sipil. Lembaga keuangan harus mulai menyediakan produk keuangan
berkelanjutan yang dapat diakses UMKM hijau, seperti pinjaman berbasis dampak lingkungan
atau kredit lunak untuk konversi usaha ke arah yang lebih ramah lingkungan (Buwono, 2025).
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program, seperti Strategi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), program Laku Pandai, dan bantuan sosial non-tunai
(BSNT), yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan
formal. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk bersifat inklusif,
implementasinya masih menemui berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau
masyarakat marginal yang secara struktural mengalami hambatan dalam mengakses layanan
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keuangan.

Salah satu isu utama yang ditemukan dalam kajian ini adalah terjadinya kesenjangan antara
formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Kebijakan publik sering kali disusun
secara sentralistik dan tidak mempertimbangkan secara memadai kondisi sosial, geografis,
dan budaya masyarakat lokal. Akibatnya, kebijakan yang secara normatif terlihat inklusif,
dalam praktiknya justru tidak menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan. Misalnya,
masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menghadapi kendala seperti
keterbatasan infrastruktur digital, jarak geografis dari lembaga keuangan, dan rendahnya
literasi keuangan, yang tidak terakomodasi secara utuh dalam kebijakan pusat.

Lebih lanjut, minimnya sinergi antaraktor kebijakan juga memperburuk kesenjangan
implementasi. Ketiadaan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga keuangan, dan pelaku masyarakat sipil menyebabkan program inklusi keuangan
berjalan secara terpisah dan tidak saling mendukung. Padahal, pendekatan kolaboratif sangat
diperlukan agar kebijakan dapat menjangkau masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Fragmentasi ini juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan atau bahkan
kekosongan intervensi di wilayah tertentu.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan
perluasan akses terhadap rekening bank atau produk keuangan digital, tetapi juga melibatkan
aspek pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara produktif
(Misra et al., 2021). Dalam konteks masyarakat marginal, akses tanpa kemampuan dan
pemahaman tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Oleh karena itu, pendekatan
inklusi keuangan harus dipadukan dengan upaya peningkatan literasi keuangan dan
pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas agar masyarakat tidak hanya menjadi objek
program, tetapi mampu menjadi subjek pembangunan ekonomi. Pembahasan ini mengarah
pada pentingnya reformulasi kebijakan inklusi keuangan dengan pendekatan yang lebih
partisipatif, kontekstual, dan berbasis data mikro. Pemerintah perlu melibatkan komunitas
lokal dalam proses perumusan kebijakan, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar
sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat (Mufidah & Handayani, 2024). Selain itu,
evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan
indikator keberhasilan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, seperti
tingkat pemanfaatan layanan keuangan untuk kegiatan produktif, keberlanjutan akses, dan
perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan publik dalam mendorong
inklusi keuangan masyarakat marginal harus diarahkan untuk menjembatani kesenjangan
struktural yang masih terjadi. Tanpa intervensi kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata dan
kolaborasi antaraktor yang kuat, upaya menciptakan sistem keuangan yang inklusif hanya
akan bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar permasalahan ketimpangan akses layanan
keuangan di Indonesia.
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4. PENUTUP

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara formulasi dan implementasi
kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat marginal. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Strategi Nasional Keuangan
Inklusif (SNKI) telah dirancang untuk memperluas akses layanan keuangan formal,
implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Faktor-faktor
seperti lemahnya koordinasi antaraktor kebijakan, keterbatasan infrastruktur digital dan
fisik, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan inklusi keuangan belum sepenuhnya
menjawab kebutuhan nyata kelompok rentan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan
bahwa kesenjangan implementasi lebih bersifat struktural daripada teknis, selaras dengan
perspektif literatur kebijakan publik dan governance yang menekankan pentingnya sinergi
aktor, konteks sosial-ekonomi, dan partisipasi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman
tentang bagaimana interaksi faktor politik, sosial, dan ekonomi membentuk disparitas dalam
implementasi kebijakan inklusi keuangan. Dengan menyoroti keterbatasan pendekatan top-
down serta minimnya penggunaan data mikro berbasis komunitas, kajian ini menambahkan
bukti empiris bahwa inklusi keuangan tidak hanya soal akses, tetapi juga pemberdayaan
masyarakat dalam menggunakan layanan secara produktif. Kontribusi ini memperkuat
literatur tentang inklusi keuangan sebagai instrumen pembangunan yang membutuhkan
pendekatan multidimensi.

Secara praktis, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang lebih operasional. Pertama,
diperlukan mekanisme koordinasi lintas-level antara pemerintah pusat, daerah, lembaga
keuangan, dan masyarakat sipil melalui forum koordinasi reguler atau task force khusus
inklusi keuangan. Kedua, pemerintah perlu mewajibkan penggunaan data mikro berbasis
wilayah dalam perencanaan program, misalnya melalui integrasi dengan sistem data desa
atau one data policy. Ketiga, strategi literasi keuangan harus disusun dengan pendekatan
kontekstual menggunakan bahasa lokal, media komunitas, dan simulasi praktik sederhana
agar benar-benar relevan dengan kehidupan masyarakat marginal. Keempat, regulasi yang
adaptif terhadap inovasi fintech perlu dikembangkan untuk membuka ruang produk
alternatif, seperti skema pinjaman fleksibel atau pembiayaan berbasis komunitas, yang lebih
sesuai dengan kapasitas masyarakat rentan.

Implikasi jangka panjang dari rekomendasi ini adalah terciptanya sistem keuangan yang tidak
hanya inklusif secara akses, tetapi juga transformatif secara sosial-ekonomi. Dengan
kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif, inklusi keuangan dapat menjadi instrumen
penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta
memperkuat ketahanan ekonomi menuju visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

5. Persetujuan Etik

Penelitian ini melibatkan partisipan manusia dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika
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penelitian sosial. Seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, sifat
partisipasi yang bersifat sukarela, serta hak untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa
konsekuensi. Persetujuan partisipan diperoleh sebelum pengumpulan data dilakukan.
Identitas partisipan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data.
Penelitian ini tidak melibatkan kelompok rentan serta tidak menimbulkan risiko fisik maupun
psikologis bagi partisipan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan dari
komite etik institusional.

6. Pernyataan Kontribusi Penulis

Nabila Haninda Mufidah bertanggung jawab atas konseptualisasi, metodologi, dan penulisan
draf awal manuskrip. Tjitjik Rahaju berkontribusi dalam analisis formal, supervisi,
peninjauan, dan penyuntingan manuskrip. Kedua penulis telah meninjau dan menyetujui
versi final manuskrip.

7. Pernyataan Penggunaan Al dan Teknologi Al dalam Proses Penulisan

Penulis menyatakan bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (Al), termasuk asisten
penulisan berbasis Al, digunakan secara terbatas untuk membantu penyempurnaan bahasa
dan proses penyusunan manuskrip. Seluruh ide, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan
sepenuhnya dikembangkan dan ditulis oleh penulis. Penulis tetap bertanggung jawab penuh
atas keakuratan isi, integritas akademik, dan seluruh informasi yang tercantum dalam
manuskrip ini.

8. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial maupun non-
finansial, yang berkaitan dengan penelitian maupun publikasi manuskrip ini. Seluruh temuan,
analisis, dan kesimpulan disajikan secara objektif tanpa pengaruh pihak eksternal.

9, Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga publik, komersial, maupun
organisasi nirlaba.

10. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan
sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penghargaan khusus disampaikan kepada para
buruh rokok dari PT Sukun, PT Djarum, dan PT Nojorono yang bersedia menjadi informan dan
berbagi pengalaman terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai berbasis Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

11. Ketersediaan Data
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Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis korespondensi dan dapat
diperoleh berdasarkan permintaan yang wajar.
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